BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan uraian penjelasan-penjelasan penulisan hukum yang telah penulis

kemukakan di muka diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Pengurusan Hak Atas Tanah Pasca Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan
Umum di Kab-upateh' Kerinci .

Proses pengurusan hak atas tanah yang diperoleh dari pelepasan hak atas
tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran instansi
pemerintah mutlak dilaksanakan secepatnya. Hal ini bertujuan untuk
memberikan jaminan,Kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
tersebut, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak
atas suatu bidang tanah. Sehingga dengan terbitnya sertifikat maka akan
terselenggara tertib administrasi pertanahan dan ikut berperan dalam
program_pemerintah di bidang pertanahan seperti yang diamanatkan
Undang — undang.

Hambatan — hambatan Yang Timbul dalam Pengurusan Atas Tanah Pasca
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kerinci

Prosedur yang dialami masyarakat sebelum pelepasan haknya harus adanya
kesepakatan bersama antara pemerintah daerah sebagai pihak yang
berkepentingan atas tanah dengan pembentuk tim Pengadaan Tanah /

pelepasan hak atas tanah yang terdiri dari berbagai unsur dan melibatkan
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masyarakat yang ada sehingga nantinya tidak menimbulkan sengketa.
Konpensasi dan ganti rugi yang diberikan harus adil dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat, khususnya untuk pembangunan fasilitas umum
( pemerintah ) dan rasa keadilan tersebut akan terpenuhi apabila fasilitas
umum yang akan dibangun benar — benar dirasakan manfaat oleh
masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka
penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum menggunakan dasar peraturan perundangan yang
berlaku.

2. Pembentukan Panitia/Tim pengadaan tanah harus berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti kerugian baik berupa uang maupun tanah setidaknya harus
sesuai NJOP dan pelaksanaannya harus‘adil.

4. Dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan warga yang terkena

pembangunan tersebut.
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